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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu upaya
reformasi birokrasi terutama program penataan tata
laksana, perlu disusun standar operasional prosedur
pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di
lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2010
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Sosial Republik
Indonesia, perlu disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan dan perkembangan keadaan
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 126);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyusun standar
operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan
Kementerian Sosial.
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Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial
02/HUK/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Juni 2014

MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 05 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN SOSIAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan Kementerian Sosial kepada
masyarakat dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial
merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi
masyarakat. Kinerja birokrasi pemerintah yang dinilai masih diwarnai
dengan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan
nepotisme menjadi fokus kritikan yang sering dilontarkan publik
kepada Pemerintah. Penyelenggara pemerintahan dinilai masih
cenderung menekankan pada prosedur administratif yang terkadang
berlebihan.

Masyarakat sebagai orang yang membutuhkan pelayanan masih
disalahartikan oleh pengelola pelayanan publik sehingga aparatur
cenderung menganggap masyarakat sebagai orang yang “melayani”.
Padahal seharusnya masyarakatlah yang “dilayani” secara
proporsional dan profesional sesuai dengan berbagai peraturan yang
berlaku. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh
karena itu upaya pemerintah untuk mereformasi sistem
penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan melalui berbagai
kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan.

Perwujudan transparansi dan standardisasi pelayanan dapat
dilakukan antara lain dengan melalui penyusunan standar pelayanan
bagi setiap jenis pelayanan publik. Untuk mempermudah proses
penyusunan standar pelayanan harus diketahui prosedur dari suatu
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jenis pelayanan. Melalui prosedur yang jelas akan lebih mudah
diketahui biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, siapa saja
yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan serta persyaratan
apa saja yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan.
Selanjutnya, untuk menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan
standar yang telah ditentukan maka diperlukan adanya rangkaian
prosedur yang distandarkan (Standard Operating Procedures).

Kegiatan penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur
(SOP) memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur
yang ada di Kementerian Sosial. Tuntutan partisipasi penuh tersebut
dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi
yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung
terkena dampak dari perubahan tersebut.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan disebutkan
dalam diktum ke empat Inpres 5 Tahun 2004: “Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan
melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi
persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya
yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapat pelayanan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
menghapuskan pungutan-pungutan liar.” Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merubah Peraturan
Menteri PAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operational Prosedur.

Administrasi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Berkaitan dengan hal
tersebut, Kementerian Sosial perlu merubah Peraturan Menteri Sosial
Nomor 02/HUK/2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di
lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial
dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan,
mengembangkan, memantau serta mengevaluasi SOP administrasi
pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Sasaran petunjuk pelaksanaan ini adalah:

a. setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;

b. penyempurnaan proses penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial;


